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Apakah LPKSM Dapat Apakah LPKSM Dapat 
Beracara di Persidangan/ Beracara di Persidangan/ 

Pengadilan ?Pengadilan ?













Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen ssejakejak tahun 1970-an tahun 1970-an telah  telah 
menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri, yaitu yang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri, yaitu yang 
dinamakan dinamakan Hukum Perlindungan KonsumenHukum Perlindungan Konsumen atau  atau Hukum Hukum 
KonsumenKonsumen. . 

Menurut Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja (berdasarkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja (berdasarkan 
rumusan Hukum Internasional)rumusan Hukum Internasional)
Hukum KonsumenHukum Konsumen adalah :  adalah : ”Keseluruhan asas-asas ”Keseluruhan asas-asas 
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan 
masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 
dengan barang atau jasa konsumen, didalam pergaulan dengan barang atau jasa konsumen, didalam pergaulan 
hidup.hidup.””
Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Perlindungan Konsumen adalah : adalah : 
””Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan 
dan masalahnya dengan para penyedia barang atau dan masalahnya dengan para penyedia barang atau 
jasa konsumen.”jasa konsumen.”







PERBANDINGAN PERBANDINGAN BPSKBPSK  
DENGAN NEGARA LAIN DENGAN NEGARA LAIN 

(Dalam rangka (Dalam rangka 
pengembangan Pasca UU pengembangan Pasca UU 

23/2014)23/2014)



LLembaga embaga 
penyelesaian penyelesaian 

sengketa sengketa 
berskala berskala kecilkecil
  ((Civil ClaimsCivil Claims))

NNegara egara bekas bekas 
koloni Inggris koloni Inggris 

((Australia, Australia, 
Singapura, Hong Singapura, Hong 

Kong dan MalaysiaKong dan Malaysia))

BPSKBPSK mengadopsi  mengadopsi 
konsep konsep Small Small 
Claims CourtClaims Court  

(SCC).(SCC).

““Small Claim Small Claim 
TribunalTribunal””

““Small Claim Small Claim 
CouCourrtt””

Menggunakan cara 
sederhana 

(informal), cepat 
dan biaya murah.

PPada umumnya ada umumnya 
terdapat di negaraterdapat di negara  

yang memiliki yang memiliki 
latar belakang latar belakang 
tradisi hukum tradisi hukum 
Common lawCommon law

Menggunakan 
mekanisme ADR 

(Alternative Dispute 
Resolution)

Merupakan bagian 
dari sistem 

peradilan atau 
menjalankan fungsi 

pengadilan.



KOMPARASI HK-SCT, TTPM danKOMPARASI HK-SCT, TTPM dan  BPSK BPSK 

(H(Hong ong KKongong  Small Claim Small Claim TribunalTribunal, Tribunal Tuntutan Pengguna , Tribunal Tuntutan Pengguna 
Malaysia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)Malaysia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

NoNo KetKet HK-SCTHK-SCT TTPMTTPM BPSKBPSK

1.1.  
Bagian dari Bagian dari 
Court SystemCourt System  
(di bawah (di bawah 
District CourtDistrict Court))

PosisiPosisi
Bukan bagian dari Bukan bagian dari 
Court SystemCourt System  (di (di 
bawah Kementrian bawah Kementrian 
Perdagangan Perdagangan 
Dalam Negeri dan Dalam Negeri dan 
Hal Ikhwal Hal Ikhwal 
Pengguna)Pengguna)

Bukan bagian Bukan bagian 
dari dari Court Court 
SystemSystem  (di (di 
bawah bawah 
Departemen Departemen 
Perdagangan)Perdagangan)

2.2.  

3.3.  

SifatSifat IndependenIndependen IndependenIndependen IndependenIndependen

FungsiFungsi PengadilanPengadilan Quasi Quasi 
PengadilanPengadilan

Quasi Quasi 
Pengadilan Plus Pengadilan Plus 
(pengawasan, (pengawasan, 
penelitian dll.)penelitian dll.)



NN
oo

KetKet HK-SCTHK-SCT TTPMTTPM BPSKBPSK

4.4.  Jenis Jenis 
perkaraperkara

Umum (semua Umum (semua 
perkara perkara 
sipil/non-sipil/non-
kriminal)kriminal)

Semua kasus Semua kasus 
klaim konsumen klaim konsumen 
(pengguna)(pengguna)

Semua kasus Semua kasus 
sengketa sengketa 
konsumenkonsumen

5.5.  Batasan Batasan 
jumlah jumlah 
klaimklaim

++ HK$  HK$ 
50,000,0050,000,00

++ RM  RM 
10,000,0010,000,00

Tidak ada Tidak ada 
batasanbatasan

6.6.  Biaya Biaya 
perkaraperkara

Prinsip biaya Prinsip biaya 
ringan ringan 
++ HK$ 20,00 -  HK$ 20,00 - + + 
HK$ 120,00HK$ 120,00

Prinsip biaya Prinsip biaya 
ringan RM 5,00ringan RM 5,00

Belum ada Belum ada 
ketentuan yang ketentuan yang 
jelasjelas

7.7.  Pelaksana Pelaksana 
tugas tugas 
penyelesaipenyelesai
an an 
sengketasengketa

Seorang Seorang 
AdjudicatorAdjudicator  
dibantu oleh dibantu oleh 
Tribunal OfficerTribunal Officer

Seorang Seorang 
anggota Tribunal anggota Tribunal 
sebagai sebagai 
PresidenPresiden dibantu  dibantu 
oleh oleh Penolong Penolong 
SetiausahaSetiausaha

Minimal 3 orang Minimal 3 orang 
anggota BPSK, anggota BPSK, 
sebagai sebagai Majelis Majelis 
dibantu oleh dibantu oleh 
PaniteraPanitera
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oo

KetKet HK-SCTHK-SCT TTPMTTPM BPSKBPSK

8.8.  Sifat kerja Sifat kerja 
personel personel 
Tribunal/Tribunal/
BadanBadan

Full timeFull time Full timeFull time Part timePart time

9.9.  ProsedurProsedur Simpel/Simpel/  
informalinformal

Simpel/Simpel/  
informalinformal

Simpel/Simpel/  
informalinformal

1010
..  

Para pihak Para pihak 
yang yang 
berhadapanberhadapan

Climant Climant vs. vs. 
DefendantDefendant

Penuntut vs. Penuntut vs. 
PenentangPenentang

Konsumen vs. Konsumen vs. 
Pelaku usahaPelaku usaha

1111
..  Kehadiran Kehadiran 

para pihak para pihak 
dalam proses dalam proses 
hearing/hearing/  
pendengaran/pendengaran/  
persidanganpersidangan

Datang sendiri, Datang sendiri, 
tidak perlu tidak perlu 
menggunakan menggunakan 
jasa jasa lawyer lawyer 
((Barister/Barister/  
SolicitorSolicitor))

Datang Datang 
sendiri, tidak sendiri, tidak 
boleh diwakili boleh diwakili 
oleh oleh Lawyer Lawyer 
(Peguam)(Peguam)

Ketentuan Ketentuan 
mengenai larangan mengenai larangan 
keterlibatan keterlibatan Lawyer Lawyer 
(Advokat/(Advokat/
Pengacara) Pengacara) 
tidak tegas.tidak tegas.



NoNo KetKet HK-SCTHK-SCT TTPMTTPM BPSKBPSK

1212
. . Waktu Waktu 

penyelesaianpenyelesaian
Tidak lebih Tidak lebih 
dari 2 bulandari 2 bulan

Paling lama 60 Paling lama 60 
harihari

Paling lama 21 hari Paling lama 21 hari 
sejak pengaduansejak pengaduan  
(berkas lengkap)(berkas lengkap)

1313
. . Hasil Hasil 

maksimal maksimal 
penyelesaianpenyelesaian

SettlementSettlement AwardAward

PutusanPutusan

1414
. . Sifat Sifat 

SettlemenSettlemen
tt  //AAward/ward/  
PutusanPutusan

Tidak final Tidak final 
(jika tidak (jika tidak 
puas bisa puas bisa 
dimintakan dimintakan 
Review by Review by 
adjudicator adjudicator 
atau atau appeal appeal ke ke 
Court of First Court of First 
InstanceInstance

Final (dijamin Final (dijamin 
dengan dengan 
ancaman ancaman 
jenayahjenayah/pidan/pidan
a bagi pihak a bagi pihak 
yang dengan yang dengan 
sengaja tidak sengaja tidak 
melaksanakanmelaksanakan

Ambigu (Ps. 54 ayat (3) Ambigu (Ps. 54 ayat (3) 
UUPK ditentukan UUPK ditentukan 
bahwa putusan majelis bahwa putusan majelis 
bersifat final dan bersifat final dan 
mengikat, tetapi dalam mengikat, tetapi dalam 
Ps. 56 ayat (2) diatur Ps. 56 ayat (2) diatur 
bahwa para pihak bahwa para pihak 
dapat mengajukan dapat mengajukan 
keberatan kepada keberatan kepada 
Pengadilan Negeri)Pengadilan Negeri)
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KetKet HK-SCTHK-SCT TTPMTTPM BPSKBPSK

1515
. . 

EksekusiEksekusi Tidak ada Tidak ada 
pimpinan pimpinan 
eksekusieksekusi

Dijamin Dijamin 
dengan dengan 
ketentuan ketentuan 
pidanapidana

Harus Harus 
dimintakan dimintakan 
penetapan penetapan 
eksekusi pada eksekusi pada 
Pengadilan Pengadilan 
NegeriNegeri

1616
. . Tata Tata 

ruang ruang 
sidangsidang

Menyesuaikan Menyesuaikan 
dengan dengan 
standar standar 
pengadilanpengadilan

Menyesuaikan Menyesuaikan 
dengan standar dengan standar 
pengadilanpengadilan

Belum ada Belum ada 
ketentuanketentuan
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